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ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN HARGA PROVENUE 
DAN TARIF IMPOR GULA 
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ABSTRACT 
The policy of 1999 sugar price provenue has been a controversial because it can not increase 
the welfare of sugar cane fanners. There are four main constraining factors in implementing this 
policy i.e.: (1) The sugar factories have no enough budget to buy the sugar fanners' share; (2) The 
appreciation of exchange rates will push down the import parity price, thus most of factories will 
encounter difficulties in selling their product; (3) There is still doubt for the policy makers to decide 
whether it will be beneficial to the producers or to the consumers; and ( 4) There is a pressure of various 
organizations which deal with the sugar agribusiness systems to change the pro venue price with the 
application of import tariff. Results of a comparative study analysis to both policies indicated that 
the application of sugar import tariff of 65 percents will increase the fanners' income higher than that 
of to the alternative food crop commodity. The tariff policy is also considered as a short term decision 
which is good for the present economic crisis only even though it will be apposed by the IMF. 
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ABSTRAK 
Kebijakan harga provenue gula 1999 telah menirnbulkan kontroversi, karena di dalarn 
kenyataannya tidak rnarnpu meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Ada empat faktor utarna yang 
menjadi kendala dalarn pelaksanaan kebijakan ini, yaitu: (1) Pabrik gula tidak merniliki dana yang 
cukup untuk mernbeli gula bagian petani; (2) Penguatan nilai tukar rupiah akan mendorong penurunan 
harga paritas impor gula, sehingga sebagian besar pabrik gula akan mengalarni kesulitan dalarn 
menjual produknya tanpa merugi; (3) Masih ada keraguan dari para pengarnbil kebijakan untuk 
memilih, apakah akan berpihak kepada produsen atau kepada konsurnen; dan (4) Adanya desakan 
dari berbagai organisasi yang berkecimpung dalarn sistern agribisnis gula untuk mengganti kebijakan 
harga provenue dengan penerapan tarif impor. Hasil analisis komparatif terhadap kedua pilihan 
kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan tarif impor gula sebesar 65 persen akan 
meningkatkan penerimaan petani tebu pada tingkat yang lebih besar dibandingkan dengan komoditas 
altematif tanarnan pangan. Kebijakan tarif juga dipandang sebagai pilihan jangka pendek yang tepat 
dalarn kondisi krisis ekonorni seperti saat ini, meskipun akan mendapat tantangan dari IMF. 
Kata kunci: kebijakan harga, impor, perdagangan bebas, gula. 
PENDAHULUAN 
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas bidang Elruin tanggal28 April 
1999, pemerintah melalui Menteri Kehutanan dan Perkebunan menetapkan harga provenue 
untuk gula pasir petani produksi tahun 1999 sebesar Rp.2.500/kg. Dalam surat keputusan 
1) Ahli Peneliti Muda pada Pusal Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. 
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itu juga ditentukan bahwa petani yang mengolahkan tebunya kepada pabrik gula dengan 
sistem bagi basil akan menerima 90 persen basil gula dalam bentuk uang, sedangkan sisanya 
diberikan dalam bentuk natura. Dengan kebijakan harga provenue tersebut, pemerintah 
mengharapkan agar petani tebu terhindar dari kerugian dan tetap bergairah menanam tebu. 
Kebijakan harga provenue gula ini pada dasamya merupakan subsidi harga yang 
ditempuh pemerintah untuk melindungi petani. Pada akhir April 1999, harga gula cif 
Tanjung Priok (border price) tercatat sebesar US$ 205/ton, atau setara denganRp.1. 758/kg. 
Sedangkan hargajual di tingkat pabrik gula, khususnya milik BUMN, ditetapkan sebesar 
Rp.1.800/kg (Dewan Gula Indonesia, 1999). Dengan harga jual pabrik gula dan harga 
paritas imporseperti itu, maka pemerintah harus menyediakan subsidi antaraRp. 700 sampai 
Rp.750 untuk setiap kg gula milik petani. 
Dari sisi petani tebu, kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah melalui penetapan 
harga provenue dianggap belum cukup. Sampai tahun 1992 pemerintah selalu 
mempertahankan perbandingan antara harga provenue dan harga dasar gabah sebesar 2,40 
(Lampiran 1), sehingga petani menuntut kenaikan hargaprovenue pada tingkat yang lebih 
besar (Kompas, 1999b). Altematif lain adalah menetapkan tarif impor gula sekitar 65 
persen, sehingga harga gula di pasar domestik akan meningkat. 
Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan keuntungan dan kerugian antara 
kebijakan harga provenue 1999 dengan penerapan tarif impor gula. Ada tiga aspek yang 
akan dibandingkan, yaitu penerimaan petani dari usaha tani tebu, perkembangan harga gula 
dan inflasi yang akan diterima oleh konsumen, serta subsidi yang hams disediakan atau 
penerimaan yang akan diperoleh pemerintah. 
METODE PENELITIAN 
Untuk membandingkan kebijakan harga provenue 1999 dan penerapan tarif impor 
dilihat dari sisi petani produsen tebu, akan dilakukan analisis terhadap data usaha tani tebu 
di Propinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah model Policy Analysis Matrix 
(PAM). Menurut Monke dan Pearson (1989), penggunaan PAM ditujukan untuk 
mengetahui efisiensi ekonomi dan insentifyang diperoleh dari intetvensi pemerintah, serta 
dampaknya terhadap aktivitas usaha tani, pengolahan dan pemasaran. 
Dalam model PAM penerimaan, biaya dan keuntungan dibedakan menurut harga 
pasar dan harga sosial. Perbedaan kedua harga tersebut merupakan dampak kebijakan yang 
ditempuh pemerintah, serta teijadinya distorsi di pasar input dan/atau output (Tabel 1). 
Harga pasar untuk gula dengan subsidi harga provenue adalah .tingkat harga yang akan 
diterima petani tebu, untuk 90 persen gula bagian petani yang diolah di pabrik gula dan 10 
persen sisanya menurut harga eceran di pasar setempat. Sedangkan harga pasar dengan tarif 
65 persen diperoleh dari harga gula impor di pelabuhan. ditambah besaran tarif yang 
dikenakan Untuk harga sosial gula ditetapkan dengan formula sebagai berikut: 
Harga sosial gula = [ { (harga fob gula pasir + biaya freight dan asuransi) x nilai tukar 
rupiah}+ biaya bongkar-muat sampai ke gudang di Pelabuhan Tanjung 
Perak, Surabaya]. 
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Biaya produksi dibedakan menurut input tradable dan input domestik. Input 
tradable adalah input yang diperdagangkan di pasar intemasional, sedangkan input yang 
tidak diperdagangkan di pasar internasional dimasukkan ke dalam kelompok input 
domestik. Harga pasar input adalah harga yang dibayar petani tebu untuk musim tanam 
1998/1999. Sebaliknya, harga sosial input adalah harga yang tetbentuk dalam suatu kondisi 
perekonomian yang tidak mengalami distorsi. Untuk harga sosial input tradable digunakan 
harga di pelabuhan (border price), yaitu hargafob ifree on board) untuk inputyang diekspor 
dan harga cif (cost, insurance and freight) untuk input yang diimpor. Sedangkan harga 
sosial input domestik, seperti bibit, tenaga ketja dan sewa tanah, digunakan harga yang 
berlaku. 
Tabell. Struktur Penerimaan, Biaya dan Keuntungan dalam PAM 
Deskripsi Penerimaan Input 
Tradable 
HargaPasar A B 
Harga Sosial E F 
Dampak Kebijakan I J 
Keterangan: KeWitungan berdasarkan harga pasar D = A - 8 - C 
KeWitungan berdasarkan harga sosial H = E - F • G 
Transfer output I = A - E 
Transfer input tradable J = 8- F 
Transfer faktor domestik K = C - G 
Transfer bersih L = D • H 
Rasio biaya berdasarkan harga pasar PCR = C/(A-8) 
Rasio biaya sumberdaya domestik DRCR = G/(E-F) 
Koefisien proteksi nominal output NPCO = AlE 
Koefisien proteksi nominal input NPCI = 8/F 
Koefisien proteksi efektif EPC = (A-8)/(E-F) 
Koefisien keWitungan PC = DIH 
RIISio subsidi untuk produsen SRP = UE 
Input 
Domestik 
c 
G 
K 
Keuntungan 
D 
H 
L 
Pendekatan yang seharusnya digunakan dalam penentuan nilai tukar uang untuk 
menghitung harga sosial output dan input tradable adalah pendekatan moneter (monetary 
approach). Pendekatan ini mempostulasikan bahwa nilai tukar dapat tercipta pada titik 
keseimbangan antara permintaan dan penawaran dari mata uang nasional di masing-masing 
negara. Penawaran uang diasumsikan dapat diciptakan secara independent oleh otoritas 
moneter di negara itu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh tingkat pendapatan riil 
negara itu, atau tingkat harga umum yang berlaku serta tingkat bunga (Salvatore, 1995). 
Penernpan nilai tukar keseimbangan dengan pendekatan moneter seperti ini sangat 
sulit dilakukan, khususnya pada saat perekonomian masih bernda dalam tahap pemulihan 
dari krisis ekonomi, sosial dan politik seperti yang dialami Indonesia sekarang. Untuk 
mengatasi hal itu. tulisan ini menggunakan nilai tukar yang berlaku dari Kurs Tengah Bank 
Indonesia (BI) pada tanggal27 April1999 sebesar Rp. 8.575/US$. Dengan menggunakan 
nilai tukar yang tidak mencerminkan keseimbangan tersebut, maka berbagai hasil 
perhitungan dengan harga sosial dan transfer tidak menggambarkan dampak distorsi nilai 
tukar. 
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Data yang dianalisis berasal dari survei usaha tani pada daerah produksi utama tebu 
rakyat eli Propinsi Jaw a Timur yang dilaksanakan pada bulan Juni 1998. Lokasi penelitian 
dibedakan menurut dominasi suatu pabrik gula (PG), da1am menerima pasokan tebu dari 
laban sawah atau laban kering. Uiituk pertanaman tebu eli laban sawah, eliambil petani 
contoh yang berada di Kabupaten Jember dan memasok tebu untuk PG Semboro. 
Sedangkan pertanaman tebu di laban kering diwakili oleh petani contoh di Kabupaten 
Malang yang memasok tebu untuk PG Krebet Barn. Dari setiap lokasi penelitian telah 
elilakukan wawancara terhadap 60 orang petani contoh, yang tetbagi atas 30 orang petani 
tebu dan 30 orang petani yang menanam komoelitas alternatif. Di samping itu juga 
dilakukan wawancara dengan pengurus KUD, pedagang gula dan administratur PG, untuk 
mendapatkan konfirmasi betbagai data yang telah disampaikan oleh petani. 
Untuk mengetahui dampak penerapan tarif importerhadap surplus produsen, surplus 
konsumen dan penerimaan pemerintah, eligunakan pendekatan keseimbangan parsial 
(partial equilibrium approach). Ada empat implikasi yang akan teijadi dari penerapan tarif 
(Salvatore, 1995; Markusen dan Melvin, 1995) yaitu: (1) Dampak penerapan tarif terhadap 
produsen, yaitu teijadinya surplus produsen berkat pengenaan tarif. Untuk musim giling 
tebu tahun 1999, surplus produsen ini teijadi akibat kenaikan hargajual gula; (2) Dampak 
penerapan tarif terhadap konsumen, yaitu berkurangnya surplus konsumen akibat 
pengenaan tarif. Besamya pengurangan surplus konsumen teijadi akibat berkurangnya 
permintaan, karena teijadinya kenaikan harga gula; (3) Dampak penerapan tarif terhadap 
penerimaan pemerintah, yaitu pemasukan yang akan diterima pemerintah dari tarif impor 
gula. Besarnya pemasukan ini tergantung dari harga gula di pasar dunia, tarif ad valorem 
yang ditetapkan, jumlah gula yang diimpor, serta besamya nilai tukar rupiah terhadap US 
$; dan ( 4) Biaya proteksi atau dampak sosial, yaitu suatu kerugian yang hams ditanggung 
oleh perekonomian akibat pengalihan sebagian sumber day a domestik untuk memproduksi 
gula, dibandingkan dengan kondisi yang lebih efisien apabila eliimpor. 
Untuk mempeijelas uraian tersebut, dalam Gambar 1 disajikan dampak penerapan 
tarif secara gratis. Sebelum pengenaan tarif impor, harga gula di pasar domestik sebesar P, 
dengan produksi gula domestik sebesar OS dan konsumsi sebesar OD. Pada tingkat harga 
seperti itu, surplus konsumen tercermin oleh bidang ABR. Pengenaan tarif impor sebesar 
t, telah menyebabkan kenaikan harga gula di pasar domestik menjadi P*, yang diikuti 
dengan kenaikan produksi gula domestik sebesar SS* dan penurunan konsumsi sebesar 
DD*. Dengan asumsi petbedaan harga merupakan refleksi dari pengenaan tarif, maka 
kenaikan harga ini akan menurunkan surplus konsumen sebesar bidang ABHG dan 
meningkatkan surplus produsen sebesar bidang ACJG. Penerimaan pemerintah yang 
diperoleh dari pengenaan tarif tergambar oleh bidang MNHJ, sedangkan biaya proteksi atau 
dampak sosial yang hams ditanggung oleh perekonomian sebesar bidang CMJ ditambah 
NBH. 
Dari Gambar 1 terlihat bahwa besamya dampak pengenaan tarif yang akan elite rima 
oleh setiap pelaku ekonomi, elitentukan oleh tarif nominal yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Dalam penelitian ini, dampak tersebut akan elihitung berdasarkan tiga skenario tarif, yaitu 
42 persen, 65 persen dan 91 persen 
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s ° Kuantitas 0 S S* D* ° Kuantitas 
(a) Sebelum pengenaan tarif (b) Sesudah pengenaan tarif 
Gambar I. Dampak Penerapan Tarif Impor terhadap Surplus Konsumen, 
Surplus Produsen, Penerimaan Pemerintah dan Biaya Proteksi. 
Untuk menghitung kenaikan produksi gula domestik dan penurunan konsumsi gula 
sesudah pengenaan tarif, digunakan asumsi sebagai berikut: ( 1) Indonesia termasuk negara 
kecil dalam produksi dan perdagangan gula, sehingga pengenaan tarif tidak dapat 
mempengaruhi harga gula di pasar dunia; (2) Penggunaan tebu sebagai bahan baku gu1a 
merah relatif kecil, sehingga efek substitusi tebu dari bahan baku gula merah ke gula pasir 
dapat diabaikan. Dengan demikian, pengenaan tarif tidak akan secara langsung 
meningkatkan produksi gula domestik tahun 1999, karena pengusahaan tebu memerlukan 
waktu antara 12-14 bulan; dan (3) Biaya distribusi gula dari gudang pabrik dan pelabuhan 
dianggap sama, yaitu sebesar 15 persen. Dengan asumsi tersebut, perhitungan dilakukan 
dengan formula sebagai berikut: 
S* = S + [{(P*-P)/P} xes] x 5 ........................................................................... (1) 
D* =D- [{(P*-P)/P} xeo] xD ........................................................................... (2) 
S = produksi gula domestik sebelum pengenaan tarif; 
S* = produksi gula domestik sesudah pengenaan tarif; 
D = konsumsi gula domestik sebelum pengenaan tarif; 
D* = konsumsi gula domestik sesudah pengenaan tarif; 
P = harga gula di pasar domestik sebelum pengenaan tarif; 
P* = harga gula di pasar domestik sesudah pengenaan tarif; 
es = elastisitas penawaran atas harga; 
eo = elastisitas permintaan atas harga 
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Dari fonnula ( 1) dan (2) di atas, selanjutnya dapat dihitung perkiraan dampak 
penerapan tarif terhadap konsumen, produsen dan penerimaan pemerintah: 
ECS =- [D- fl-·-2(0- D*)}] X (P*- P) .................................................................... (3) 
EPS = [S + {1J2(S*- S)}] x (P*- P) ...................................................................... (4) 
GRT = [(D*- S*) X (P*- P)]. ................................................................................ (5) 
PC =ECS+EPS+GRT ...................................................................................... (6) 
ECS = dampak penerapan tarif terhadap surplus konsumen; 
EPS = dampak penerapan tarif terhadap surplus produsen; 
GRT = penerimaan pemerintah dari tarif; 
PC = biaya proteksi atau dampak sosial akibat pengenaan tarif; 
Dampak ter:hadap surplus konsumen dan biaya proteksi bertanda negatif, karena 
pengenaan tarif telah menyebabkan teljadinya kenaikan harga gula yang pada gilirannya 
akan menurunkan surplus konsumen dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penerimaan dari Usaha Tani Tebu 
Regulasi industri gula di Indonesia dilakukan pemerintah melalui Inpres No. 9 tahun 
1975. Berdasarkan Inpres tersebut, pemerintah menetapkan pola glebagan untuk 
pertanaman tebu melalui program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Dalam 
pelaksanaannya, Koperasi Unit Desa (KUD) ditunjuk sebagai pelaksana program yang 
menyalurkan kredit dan mengatur pasokan tebu ke pabrik gula yang ada di wilayahnya. 
Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan Inpres No. 9/1975 diatur melalui berbagai 
Peraturan Daerah (Perda) untuk menata pelaku ekonomi yang terlibat dalam sistem 
agribisnis gula. Dua Perda yang ditujukan kepada petani tebu adalah penentuan batasan 
areal tebu seluas 30 persen dari luas wilayah, serta penetapan wilayah kelja pabrik gula. 
Kedua kebijakan ini telah menghilangkan kesempatan petani untuk memilih komoditas 
yang ingin diusahakan serta memperoleh penerimaan usaha tani yang lebih tinggi. 
Penerimaan yang diperoleh petani tebu cenderung menurun yang tercermin dari 
produktivitas hablur yang diperoleh. Selama kurun waktu 1993-1998, produktivitas hablur 
untuk tebu rakyat di laban sawah menurun dengan laju 7,83 persen. Demikian pula 
produktivitas tebu rakyat di laban kering telah menurun dengan laju 7,2 9 persen (Lamp iran 
2). Produktivitas habluruntuk tebu di laban sawah sebesar 4,74 tonlha ini,jauh lebih rendah 
dibandingkandenganproduktivitasyangpernahdiperolehtahun1955yangmencapai11,23 
tonlha. Dalam waktu yang bersamaan juga teljadi penurunan pola swadana dari 24,22 
persen pada tahun 1993 menjadi 22,83 persen pada tahun 1998. Padahal petani swadana 
ini memiliki karakteristik skala usaha tani yang luas, pengelolaan usaha tani lebih intensif, 
motivasi yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan, serta terkesan menghindari proses 
birokrasi (Malian dan Syam, 1996). Dengan demikian petani swadana memiliki posisi 
tawar-menawar (bargaining position) yang lebih kuat dalam pemasaran tebu, sehingga 
dapat memilih pabrik gula yang memiliki kinelja lebih baik. 
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Motif mendapatkan keuntungan yang merupakan salah satu faktor penentu 
penanaman tebu pada suatu daerah, secara nyata tidak diterima oleh petani. Selama kurun 
waktu 1985-1998 telah terjadi perubahan harga provenue gula dari Rp.42.500 me~adi 
Rp.210.000 setiap kuintal, atau kenaikan hampir 400 persen Namun dalam waktu yang 
bersamaan juga terjadi perubahan indeks harga yang dibayar oleh petani di Jawa Timur, 
yaitu dari 108,93 pada tahun 1985 menjaru 629,02 pada 1998 atau kenaikan sekitar 477 
persen Dalam harga nyata penerimaan petani tebu telah turon lebih dari 14 persen, yaitu 
dari Rp.39.016 menjadi Rp.33.385 setiap kuintal (Tabel2). 
Tabel 2. Harga Provenue dan Harga Nyata Provenue Gula di Jawa Timur, 1985-1998 
Tahun Harga provenue gula Indek harga yang Harga nyata provenue 
(Rp/ku) dibayar petani (IHB) 1 > gula (Rplku)2) 
1985 42.500 108,93 39.016 
1986 42.500 118.00 36.017 
1987 46.750 132,23 35.355 
1988 51.425 146,59 35.081 
1989 60.000 159,22 37.684 
1990 65.000 173,40 37.486 
1991 70.800 193,48 36.593 
1992 79.200 206,66 38.324 
1993 79.200 227,13 34.870 
1994 79.200 256,66 30.858 
1995 91.080 294,08 30.971 
1996 91.080 324,80 28.042 
1997 96.080 352,90 27.226 
1998 210.000 629,02 33.385 
Keterangan: 1) Data untuk Jawa Timur dengan tahun dasar 1983 = 100. 
2) Harga nyata provenue gula adalah harga provenue gula dideflasi dengan 
IHB, rumus: HNt = 100/IHBtxPGt, dimana HNt adalah harga nyata 
provenue gula pada tahun t; IHBt ada1ah IHB pada tahun t; dan PGt ada1ah 
harga provenue gu1a pada tahun t. 
Di samping itu data yang disajikan pada Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa 
kenaikan hargaprovenue gula dalam persentase yang lebih besar dari kenaikan indeks harga 
yang dibayar peta;ni telah meningkatkan harga nyata provenue gula. Namun dalam 
sembilan kali kenaikan harga provenue yang berlangsung antara 1985-1998 hanya empat 
kali terjadi kenaikan harga nyataprovenue gula, yaitu tahun 1989, 1992, 1995, dan 1998. 
Hal ini berarti bahwa subsidi yang diberikan pemerintah terhadap sarana produksi, kredit 
dan hasil gula tidak seluruhnya dan secara riil dapat dinikmati oleh petani tebu. 
Alasan lain yang sering dikemukakan dalam betbagai penelitian adalah rendahnya 
penerimaan bersih yang diperoleh dari usaha tani tebu dibandingkan dengan komoditas 
alternatif, khususnya tanaman pangan, yang dapat diusahakan pada laban yang sama. Dari 
hasil penelitian pada areal glebagan tebu di laban sawah yang memasok pabrik gula (PG) 
Semboro di Kabupaten Jember terungkap bahwa pola tanam setahun padi-padi-kedelai 
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mampu memberikan penerimaan bersih sekitar' Rp.6,40 jutalha (Tabel 3). Dibandingkan 
dengan penerimaan dari usaha tani tebu, maka tanpa subsidi hargaprovenue atau penempan 
tarif impor sebesar 65 persen, petani hanya memperoleh penerimaan bersih sebesar Rp.3,35 
jutalha. Sedangkan penerimaan bersih yang diperoleh dengan subsidi provenue adalah 
Rp.5,85 jutalha, dan dengan penempan tarif 65 persen sebesar Rp.7,82 jutalha. 
Untuk areal tebu di laban kering yang memasok PG Krebet Bam di Kabupaten 
Malang terlihat bahwa pola ta."Ialll setahun yang banyak diusahakan petani adalah 
jagung-kedelai-jagung. Dengan pola tanam tersebut, petani akan memperoleh penerimaan 
bersih sebesar Rp.4,87 jutalha. Tingkat penerimaan ini lebih besar dibandingkan dengan 
penerimaan dari usaha tani tebu, meskipun pemerintah telah memberikan subsidi melalui 
harga provenue. Namun dibandingkan dengan penerimaan yang akan diperoleh apabila 
pemerintah menetapkan tarif sebesar 65 persen, maka tingkat penerimaan komoditas 
alternatif terse but lebih rendah 
Tabel3. Analisis Usaha Tani Komoditas Altematif (Rp/Ha) dan Perbandingan 
Penerimaan dengan Usaha Tani Tebu pada Berbagai Skenario, 1998-1999 
Umian 
Komoditas Altematif 1> 
Biaya Produksi 
Samna produksi 
Tenaga keija 
Lain-lain 
Jumlah 
Penerimaan Usaha Tani 
Penerimaan Bersih 
Penerimaan Bersih Usaha Tani Tebu 2> 
Dengan harga jual pabrik 
Dengan harga provenue 1999 
Dengan harga setelah tarif 65% 
Laban sawah di 
Jember 
2.047.400 
2.106.000 
321.700 
4.475.100 
10.873.500 
6.398.400 
3.347.600 
5.849.600 
7.818.000 
Laban kering di 
Malang 
852.800 
1.504.000 
185.400 
2.542.200 
7.416.600 
4.874.400 
1.843.200 
3.734.100 
5.246.600 
Keterangan : 1) Komoditas alternatif adalah komoditas tanaman pangan yang ditanam petani, bila tidak menanam 
tebu. Di Kabupaten Jember pola tanam setahun adalah padi-padi-kedelai, sedangkan di Kabupaten 
Malang adalah jagung-kedelai-jagung. 
2) Harga jual pabrik sebesar Rp.l. 800/kg, harga provenue 1999 Rp.2.500/kg, dan harga setelah tarif 
65 persen Rp.2.900/kg. 
Dari ulasan di atas terungkap bahwa tuntutan pengenaan tarif impor gula sebesar 65 
persen dilandasi oleh adanya keinginan untuk mendapatkan penerimaan bersih yang setara, 
atau bahkan lebih besar, dibandingkan dengan pengusahaan komoditas alternatif. Apalagi 
saat berlangsungnya "krisis gula" tahun 1998 petani tebu memperoleh keuntungan yang 
sangat besar, dengan menerima harga beli gula sebesar Rp.4.000/kg (Kompas, 1999a). 
Untuk melihat implikasi dari subsidi harga provenue dan penempan tarif impor 
sebesar 65 persen, telah dilakukan analisis dengan menggunakan data dari Propinsi Jawa 
Timur. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 4 dan komponen biaya usaha tani tebu 
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disajikan pada Lampiran 3. Keuntungan usaha tani tebu dalam PAM dibedakan menurut 
harga pasar yang disubsidi dan harga sosial yang dianggap sebagai harga yang eflsien. 
Berdasatkan harga pasar, keuntungan yang diperoleh petani setelah pemberian subsidi 
hargaprovenue adalahRp.5.849 .600 pada laban sawah danRp.3. 734 .I 00 pada lahankering. 
Sedangkan dengan penerapan tarif impor 65 persen akan diperoleh keuntungan yang lebih 
besar, yaitu Rp.7.818.000 pada lahan sawah dan Rp.5.246.600 pada laban kering. Untuk 
harga sosial, keuntungan usaha tani yang diterima berdasatkan harga provenue dan 
penerapan tarif impor sama besarnya, yaitu menurun menjadi Rp.2.500.100 pada lahan 
sawah dan Rp.936.800 pada lahan kering. Data di atas menunjukkan bahwa komoditas gula 
petani tidak memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional. Hal ini terlihat dari 
tingkat keuntungan pada harga sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan 
yang diperoleh dari harga pasar. Namun perlu dicatat bahwa harga gula di pasar 
internasional bukan mencerminkan mekanisme harga yang sebenarnya, karena semua 
negara produsen gula di dunia memberikan subsidi harga dari penerimaan yang diperoleh 
melalui tarif impor. 
Tingginya subsidi harga gula di dalam negeri terlihat dari transfer output yang 
bertanda positif, yaitu betkisar antara Rp.2.121.300 sampai Rp.2.775.600 untuk subsidi 
hargaprovenue, danantaraRp.3.633.800 sampaiRp.4.744.000 untuk tarifimpor65 persen. 
Dari sisi petani tebu, angka ini menggambatkan tingkat subsidi harga gula yang diterima 
produsen tebu di Indonesia yang mengindikasikan masih adanya kebijakan yang distorsif 
di sektor industri gula. Besamya perbedaan tingkat harga domestik dan dunia tersebut dapat 
dilihat dari indek NPCO antara 1,3942 sampai 1,3973 untuk subsidi harga provenue, dan 
antara 1,6737 sampai 1,6806 untuk penerapan tarif impor. Hal ini berarti pemerintah harus 
menyediakan subsidi harga sekitar 40 persen bagi konsumen untuk kebijakan harga 
provenue, atau konsumen hams membayar harga gula sekitar 68 persen lebih tinggi bila 
pemerintah akan menerapkan tarif impor gula. 
Indek transfer input tradable betkisar antara -Rp.990.000 sampai -Rp.l.022.000 
untuk kedua kebijakan yang mungkinditempuh pemerintah. Angka ini menunjukkan bahwa 
harga input tradable yang dibayar petani lebih murah dari seharusnya. Hal ini tetkait 
dengan kebijakan subsidi yang masih diberikan pemerintah untuk pertanaman yang lalu, 
khususnya untuk pupuk dan KUT, guna merangsang petani dalam meningkatkan produksi 
gula. Besarnya subsidi tersebut dapat dihitung dari indek NPCI yang betkisar antara 0,54 76 
sampai 0,5516 yang berarti sekitar 45 persen lebih murah dari harga pupuk yang sehamsnya 
dibayar oleh petani. 
Untuk transfer faktor domestik, nilai yang diperoleh betkisar antara Rp.346.100 
sampai Rp.416.100 setiap hektar. Angka ini menunjukkan bahwa petani hams membayar 
biaya faktor domestik, khususnya tenaga kerja, lebih mahal dari prestasi kerja yang diterima. 
Secara agregat, petani telah membayar tenaga kerja antara 16 sampai 18 persen lebih mahal 
dari seharusnya. 
Dari basil analisis ini terungkap pula bahwa indek EPC yang diperoleh berkisar 
antara 1,7759 sampai 2,0274 untuk subsidi harga provenue, dan antara 2,1815 sampai 
2,5217 untuk penerapan tarif impor. Meskipun EPC bukan merupakan indikator lengkap 
mengenai kebijakan insentif karena mengabaikan efek transfer dari kebij akan pasar faktor 
domestik, tetapi informasi yang diberikan mencerminkan adanya dukungan kebijakan dari 
pemerintah untuk melindungi dan merangsang petani tebu agar tetap berproduksi. Dari 
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besaran indekEPC terlihat bahwa proteksi yang diberikan dengankebijakan hargaprovenue 
1999 sangat besar, sehingga secara keseluruhan pemerintah hams menanggung selisih biaya 
dan harga antara 78 sampai 103 persen dibandingkan dengan harga sarana produksi dan 
harga gula yang diperdagangkan di pasar intemasional. Sedangkan bila pemerintah 
menerapkan tarif impor, selisih biaya dan harga yang hams ditanggung konsumen berkisar 
antara 118 sampai 152 persen. 
Tabel4. Perbandingan Hasil Policy Analysis Matrix (PAM) antara Subsidi Harga 
Provenue dan Tarif Impor di Propinsi Jawa Timur, 1999 
Harga Pravenue Tariflrnpor 65% 
Uraian Sawahdi Lahan kering Sawahdi Lahan kering 
Jember di Malang Jember di Malang 
Penerlmaan (Rplha) 
• Harga Pasar I) 9.817.200 7.460.100 11.785.600 8.972.600 
- Harga Sosial 2) 7.041.600 5.338.800 7.041.600 5.338.800 
Biaya (Rplha) 
a. Tradable 
• Harga Pasar 1.198.600 1.257.200 1.198.600 1.257.200 
- Harga Sosial 2.188.600 2.279.300 2.188.600 2.279.300 
b. Domestik 
• Harga Pasar 2.769.000 2.468.800 2.769.000 2.468.800 
• Harga Sosial 2.352.900 2.122.700 2.352.900 2.122.700 
Keuntungan {Rplha) 
- Harga Pasar 5.849.600 3.734.100 7.818.000 5.246.600 
- Harga Sosial 2.500.100 936.800 2.500.100 936.800 
Transfer (Rplha) 
- Transfer Output 2.775.600 2.121.300 4.744.000 3.633.800 
- Transfer Input Tradable 
-990.000 
-1.022.000 
-990.000 -1.022.000 
- Transfer Faktor Domestik 416.100 346.100 416.100 346.100 
- Transfer Input Total 
-573.900 -675.900 
-573.900 
-675.900 
- Transfer Bersih 3.349.500 2.797.200 5.317.900 4.309.700 
lndekPAM 
-Private Cost Ratio (PCR) 0,3213 0,3980 0,2615 0,3200 
-Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) 0,4848 0,6938 0,4848 0,6938 
-Nominal Protection Coefficient 1,3942 1,3973 1,6737 1,6806 
on Tradable Output (NPCO) 
-Nominal Protection Coefficient 0,5476 0,5516 0,5476 0,5516 
on Tradable Input (NPCI) 
-Effective Protection Coefficient (EPC) 1,7759 2,0274 2,1815 2,5217 
- Subsidy Ratio to Producer (SRP) 0,4757 0,5239 0,7552 0,8072 
-Profitability Coefficient (PC) 2,3398 3,9857 3,1271 5,6001 
Keterangan : 1) Harga pasar untuk subsidi harga pro venue adalah Rp.2.5001kg, sedangkan harga pasar dengan 
tarif impor 65 persen ditentukan sebesar Rp.2.900/kg. 
2) Harga sosial gula diperhitungkan sebesar Rp 1.758/kg. 
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Indek SRP yang diperoleh dari analisis ini berlcisar antara 0,4757 sarnpai 0,5239 
untuk subsidi harga provenue, dan antara 0,7552 sampai 0,8072 untuk penempan tarif 
impor. Indek SRP ini menggarnbatkan proporsi transfer bersih terhadap total penerimaan 
sosial. Dari angka indek terlihat bahwa setelah penetapan subsidi harga gula, pemerintah 
telah memberikan subsidi kepada petani tebu yang berlcisar antara 48 sarnpai 52 persen 
Sedangkan dengan penempan tarif impor, subsidi yang diberikan menurun menjadi 20 
sarnpai 24 persen. 
Untuk mengetahui efisiensi ekonomi relatif dari U£aha tani tebu, digunakan indek 
DRCR. Kisaran indek yang diperoleh dari analisis ini adalah 0,4848 sarnpai 0,6938. Dari 
besamn indek tersebut tercermin bahwa usaha tani tebu secara ekonomi dapat dikatakan 
efisien dalarn penggunaan sumber daya domestik. Artinya apabila tidak ada kepentingan 
lain dari pengambil kebijakan, atau bila kebijakan yang distorsif dari mekanisme pasar 
ditiadakan, maka pada hakekatnya pengusahaan tebu di tingkat petani memiliki daya saing 
kompamtif. Dengan demikian pengembangan komoditas tebu untuk memasok kebutuhan 
bahan baku pabrik gula dapat terus dilanjutkan, khususnya pada pabrik gula yang memiliki 
tingkat efisiensi yang tinggi. 
Perkembangan Harga Gula dan Inflasi 
Untuk melaksanakan Inpres No. 9/1975 sebelum adanya deregulasi industri gula, 
pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa penetapan harga provenue gula, serta 
menunjuk Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai satu-satunya lembaga yang 
mengendalikan stabilisasi harga gula di dalam negeri. Harga provenue ini selalu mengalarni 
penyesuaian, sejalan dengan kenaikan harga samna produksi dan kebutuhan konsumsi 
lainnya. Di sarnping itu tingkat harga tersebut juga ditujukan untuk merangsang petani agar 
tetap bersedia menanarn tebu, mengingat di laban sawah tebu mempunyai kompetitor kuat 
yaitu padi (Amang et al, 1989). 
Dalarn keadaan ideal, persentase kenaikan harga provenue gula d.iharapkan lebih 
besar dari kenaikan harga dasar gabah. U ntuk tahun 1975 tingkat petbandingan ini 
ditentukan sebesar 1,59 setara harga gabah yang selanjutnya meningkat menjadi 2,97 pada 
tahun 1981 (Lembaga Penelitian IPB, 1997). Setelah itu sarnpai tahun 1992 tingkat 
petbandingan ini dipertahankan pada angka sekitar 2, 40 (Larnpiran l). Harga provenue ini 
sebenamya merupakan faktor penting yang tidak hanya berpeng<iruh tehadap industri gula, 
tetapi juga bagi usaha tanaman altematif lainnya. Penentuan harga provenue yang terlalu 
rendah dapat mematikan industri gula, karena akan mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan bahan baku. Sebaliknya, penentuan harga yang terlalu tinggi akan 
menumbuhkan industri gula, tetapi meningkatkan subsidi yang harus disediakan oleh 
pemerintah 
Dari aspek alokasi sumber daya ekonomi, kebijakan tingkat petbandingan harga 
yang tetap mencerminkan adanya hubungan deterministik sempuma antara harga gula 
dengan harga dasar gabah, yang tidak peka terhadap perubahan harga gula di pasar dunia 
Hal ini telahmenimbulkan inefisiensi yang berkaitan dengankesalahan alokasi sumberdaya 
yang pada gilimnnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan merugikan petani. 
Hasil penelitian Malian dan Syarn (1996) menunjukkan bahwa daya saing usaha tani tebu 
di Jawa Timur terhadap komoditas altematif pada laban sawah, dipengaruhi oleh 
produktivitas hablur serta petbandingan harga provenue gula dan harga dasar gabah. 
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Dengan tingkat harga provenue yang rendah, tidak ada petani yang bersedia rnenanam tebu 
secara "sukarela". 
Produktivitas hablur dan rendernen tebu pabrik gula BUMN selarna 1993-1998 
terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tebu rakyat (Larnpiran 2). Data ini rnernbuktikan 
terjadinya inefisiensi di pabrik gula dalarn pengelolaan tebu sendiri, rneskipun dari aspek 
teknologi dan pennodalan relatif tidak rnengalarni kesulitan Tingkat rendernen tebu pabrik 
BUMN yang rendah ini rnernberikan darnpak bagi produktivitas hablur tebu rakyat yang 
digiling pada hari yang sarna. Hal ini rnenunjukkan bahwa penetapan rendernen yang 
berlaku sekarang secara rata-rata dalarn satu hari rnerupakan upaya pabrik gula untuk 
rnenutupi inefisiensinya. Dengan dernikian, bertahannya pabrik -pabrik gula yang inefisien 
selarna ini disebabkan oleh adanya subsidi "terselubung" dari petani. 
Hasil penelitian Panggabean (1995) rnengungkapkan bahwa kinerja seluruh pabrik 
gu1a di Jawa tidak efisien secara ekonornis, rneskipun secara teknis dapat dianggap efisien. 
Faktor penyebabnya adalah struktur persaingan (market imperfection) dan kebijakan yang 
telah rnenirnbulkan insentifyang tidak sejalan dengan efisiensi ekonorni. Hal ini tercerrnin 
dari subsidi yang diberikan untuk kegiatan pengolahan tebu yang diperkirakan sebesar 
Rp.142 rnilyarpada tahun 1991. 
Dari aspek produksi, keberadaan pabrik gula yang berada di bawah pengendalian 
BUMN juga patut dipertanyakan Selarna kurun waktu 1988-1998, produksi gula yang 
dihasilkan oleh tebu rakyat rnenunjukkan kecenderungan rnenurun. Bila pada tahun 1988 
produksi gula dari tebu rakyat rnarnpu rnernberikan basil harnpir 1 ,5 juta ton, rnaka tahun 
1998 turon 4 7 persen rnenjadi sekitar 0,8 juta ton (Larnpiran 4). Kecenderungan penurunan 
produksi inijuga dialarni oleh pabrik gula BUMN. Sebaliknya, pabrik gula swasta rnencatat 
kernajuan yang sangat rnencolok. Hal ini terlihat dari pangsa produksi pabrik gula swasta 
yang rneningkat dari 5 persen pada tahun 1988 rnenjadi 27 persen pada tahun 1998. 
Urituk rneningkatkan efisiensi industri gula di Indonesia, khususnya pabrik gula di 
bawahBUMN, serta rnenghapuskan subsidi yang telah diberikan selarna lebih dari 22 tahun, 
pernerintah rnencapai kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF) pada 
tanggal 15 Januari 1998 untuk rnenghentikan Program Pengernbangan Tebu Rakyat. 
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan itu, pernerintah rnengelwukan lnpres No. 5 tahun 
1998 rnengenai penghentian pelaksanaan Inpres No.9 tahun 1975 serta rnenginstruksikan 
kepada Menteri Pertanian, Menteri Dalarn Negeri dan seluruh Gubernur untuk 
rnernbebaskan petani dari kewajiban rnenanam tebu. Dengan dernikian, keluarnya Inpres 
No.5/1998 ini pada dasarnya tidak rnerugikan petani, tetapi sebaliknya akan dapat 
rnengancarn pabrik gula dalarn hal kelangsungan pasokan tebu. 
Dalarn kerangka kesepakatan dengan IMF itu telah disetujui pula bahwa sejak bulan 
Februari 1998 pernerintah rnenghapuskan peran Bulog dalarn rnonopoli pengadaan dan 
distribusi gula (Kornpas, 1998a) dan rnulai 1 Oktober 1998 subsidi yang diberikan terhadap 
gulajuga dhapuskan (Kornpas, 1998b). Kebijakan ini langsung rnendapat reaksi di pasar 
dornestik yang tercerrnin dari kenaikan harga eceran gula, karena pihak swasta dan koperasi 
belurn siap berperan dalarn persaingan bebas serta terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah 
yang rnencapai lebih dari 300 persen sejak bulan Juli 1997. Harga eceran gula di pasar 
dornestik pada bulan Oktober 1998 berkisar antara Rp.3.358 sarnpai Rp.4.333/kg (Bulog, 
1999), akibat stock di gudang Bulog pada akhir Mei 1998 hanya rnencapai 425.000 ton 
(Taboret a/., 1998) yang diperkirakan cukup untuk satu setengah bulan 
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Untuk mencegah kenaikan harga gula yang tidak terkendali, pemerintah pada bulan 
Juli 1998 kembali meminta Bulog nntuk me1akukan impor sekitar satu juta ton, serta 
menyalurkan 35 persen gu1a yang dihasilkan o1eh PT Perkebnnan Nusantara (PTPN) dan 
PT Rajawali Nusantara (PTRN) dengan harga pembelian sebesar Rp.2.100/kg {Repub1ika, 
1998). Dengankebijakan ini target harga eeeran gula sebesar Rp.3 .000/kg diharapkan dapat 
tercapai. Namun perkembangan berbeda berlangsung di pasar domestik, karena 
penghapusan subsidi gula ternyata te1ah menurunkan harga gu1a di Jawa dan meningkatkan 
harga gula di luar Jawa. Jika dalam bulan Oktober 1998 harga eceran gula di Jakarta dan 
Surabaya masing-masing sebesar Rp.3.733 dan Rp.3.510 setiap kg, maka dalam bulan 
Januari 1999 te1ah turon menjadi Rp.3.536 dan Rp.3.435. Sedangkan di Jayapura, tingkat 
harga gula pada bulan-bulan tersebut telah meningkat dari Rp.3.812 menjadi Rp.4.500 
setiap kg (Lampiran 5). 
Dari ulasan di atas terungkap bahwa stabilisasi harga gula yang dilakukan o1eh Bulog 
selama lebih dari 22 tahun, te1ah menyebabkan tingkat harga gula antardaemh tidak terlalu 
bervariasi. Untuk menjaga stabilitas harga tersebut, pemerintah telah menyediakan subsidi 
ongkos angkut, agar komoditas ini dapat menjangkau berbagai wilayah yang 1etaknya relatif 
jauh dari pusat produksi gu1a yang sebagian besar terletak di Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Lampnng. Besarnya subsidi ini merupakan bagian dari subsidi ekonomi yang hams 
dibayar o1eh konsumen, dengan membeli gula pada tingkat harga yang 1ebih mahal 
dibandingkan dengan harga di pasar dunia. 
Sebe1um bulan Agustus 1998, harga gula di pasar domestik sebenarnya tidak 
terpengaruh oleh harga di pasar dunia. Dari rasio harga gula domestik dan harga paritas 
impor terlihat bahwa harga eceran gula di Indonesia 1ebih tinggi dari harga di pasar dunia 
(Tabel 5). Namnn penurunan nilai tukar rupiah sebesar 125 persen pada bulan Desember 
1997 dibandingkan bulan Juli 1997, telah menyebabkan harga gula di pasar domestik lebih 
rendah dari harga paritas impor. Tingkat harga ini hampir setara pada bulan Agustus 1998, 
akibat menipisnya sediaan (stock) gula yang dikuasai o1eh Bulog. 
Tabe15. Rasio Harga Gula Domestik dan Harga Paritas Impor, 1993-1999 
Bulan 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Januari 1,87 1,66 1,15 1,33 1,63 0,34 1,21 
Februari 1,83 1,56 1,21 1,29 1,63 0,54 1,27 
Maret 1,69 1,39 1,27 1,26 1,61 0,57 1,27 
April 1,65 1,44 1,43 1,30 1,59 0,79 
Mei 1,64 1,38 1,40 1,34 1,58 0,62 
Juni 1,72 1,33 1,29 1,33 1,55 0,46 
Juli 1,77 1,38 1,21 1,40 1,49 0,61 
Agustus 1,66 1,37 1,21 1,41 1,23 0,93 
September 1,67 1,38 1,41 1,50 1,16 1,18 
Oktober 1,64 1,36 1,35 1,57 1,11 1,42 
Nopember 1,64 1,21 1,31 1,63 1,10 1,50 
Desember 1,66 1,15 1,34 1,63 0,73 1,40 
Sumber: dio1ah dari data Dewan Gula Indonesia dan Bu1og 
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Setelah pencabutan subsidi gula pada bulan September 1998, harga eceran gula pada 
beibagai daerah di Indonesia menunjukkan peibedaan yang cukup tajam. Disparitas hatga 
ini terns berlangsung sampai saat ini, dimana pada bulan April 1999 harga gula di Dili 
mencapai Rp.3.975/kg dibandingkan dengan Semarang dan Bandar Lampung yang hanya 
Rp.2.600/kg (Lampiran 5). Untuk Jakarta tingkat peibedaan harga ini tampaknya tidak 
terlalu mencolok dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa, karena tersedianya sarana 
dan prasarana perhubungan dengan baik serta masuknya gula impor melalui pelabuhan 
Tanjung Priok. Pada awal Mei 1999, hatga gula impor cifTanjung Priok hanya sebesar 
Rp.l.700/kg (Kompas, 1999c). 
Tabel6. PerubahanHargaKonsumen, Kontribusi GulaPasirTerhadap Inflasi dan Tingkat 
Inflasi di Indonesia, 1998-1999 
Bulan 
1998 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
Jumlah 
1999 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Jumlah 
Perubahan harga (%) 
Gula pasir Bahan makanan 
16,15 
4,90 
-10,03 
24,57 
7,31 
3,71 
16,03 
33,95 
5,28 
-4,99 
-4,63 
-1,14 
0,46 
-3,25 
-8,51 
-9,60 
10,15 
16,07 
5,42 
5,91 
3,90 
7,07 
12,16 
9,10 
8,61 
-1,85 
-0,03 
0,82 
2,00 
2,32 
-2,07 
-2,33 
Sumber: Biro Pusat Statistik, Jakarta. 
Inflasi (%) 
Kontribusi 
gulapasir 
0,14 
0,06 
-0,09 
0,21 
0,08 
0,03 
0,18 
0,38 
0,08 
-0,06 
-0,06 
-0,02 
0,93 
0,00 
-0,04 
-0,10 
-0,10 
-0,24 
Nasional 
6,88 
12,76 
5,49 
4,70 
5,24 
4,64 
8,56 
6,30 
3,75 
-0,27 
0,08 
1,42 
59,55 
2,97 
1,26 
-0,18 
-0,68 
3,37 
Disparitas harga gula di tingkat regional di atas telah memberikan andil terhadap 
tingkat inflasi dalam besaran yang beibeda untuk setiap daerah. Namun secara nasional 
kontribusi gula pasir terhadap inflasi sangat kecil, karena tingkat kebutuhan 
gulalkapita/tahun tergolong kecil. Selama tahun 1998, inflasi di Indonesia tercatat sebesar 
59,55 persen. Dari tingkat inflasi tersebut, kontribusi gula hanya sebesar 0,93 persen 
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(Tabel6). Sedangkan sampai bulan April1999 tingkat inflasi nasional tercatat sebesar 3,3 7 
persen dan kontribusi gula sebesar -0,24 persen yang berarti teJ.jadinya pemmman harga. 
Namun perlu dicatat, ketika bulan Agustus 1998 teJ.jadi kenaikan harga gula pasir sebesar 
33,95 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kontnbusi yang diberikan terhadap 
inflasi mencapai 0,38 persen. Dengan demikian kemungkinan penerapan tarif impor gula 
juga perlu mempertimbangkan realitas makro ekonomi yang teJ.jadi, karena irefisiensi 
pabrik gula di Jawa selama ini merupakan faktor dominan yang menyebabkan rendahnya 
tingkat pererimaan petani tebu. 
Subsidi dan Penerimaan Pemerintah 
Penerapan tarif sebagai instrumen ekonomi dalam kondisi perekonomian Indonesia 
saat ini tidaklah mudah, karena pengaruh IMF dalam setiap kebijakan ekonomi masih sangat 
besar. Sebagaimana produk-produk pertanian lainnya, IMF selalu menekankan 
berlangsungnya mekanisme pasaryang bebas dari distorsi, baik dalam bentuk tarif maupun 
hambatan-hambatan perdagangan lainnya Sampai sejauhini toleransi tarif ad valorem yang 
umumnya disetujui oleb IMF sangat rendah, yaitu maksimum 5 persen Pada tingkat tarif 
seperti itu, proteksi yang dilakukan pemerintah untuk menghambat masuknya gula impor 
tidak banyak pengaruhnya. 
Tabel 7. Perkiraan Subsidi Berdasarlam Skenario Harga Provenue, 1999 
Status pabrik gula Produksi hablur tebu Jumlah mta milik 
rakyat (ton) petani > (ton) 
Perkiraan subsidi2> 
(jutaRp) 
Jaw a 
BUMN 
Swasta · 
Jumlah 
IAlarJawa 
BUMN 
Swasta. 
Jumlah 
Indonesia 
BUMN 
Swasta 
Jumlah 
938.394 
83.617 
1.022.011 
26.371 
26.371 
964.765 
83.617 
1.048.382 
609.956 384.272,28 
54.351 34.241,13 
664.307 418.513,41 
17.141 10.798,83 
17.141 10.798,83 
627.097 395.071,11 
54.351 34.241,13 
681.448 429.312;24 
Keterangan : 90% gula milik petani dtbeli oleh pabrik gula dengan harga Rp2.500/kg, 
dan sisanya diberikan dalam bentuk natura. 
1) Gula milik petani = 65% dari produksi bablur tebu rakyat 
2) Perkiraan subsidi skenario bargajual pabrik ={0,90 x gula milik petani x 
Rp (2.500- 1.800) X 1.000/1.000.000} 
Sumber: Diolah dari data Dewan Gula Indonesia 
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Dibandingkan dengan penempan tarif impor, IMF dengan betbagai kepentingannya 
terlihat lebih mendukung pemberian subsidi harga provenue sebagai kebijakan jangka 
pendek. Subsidi harga yang diberikan pemerintah, pada dasamya ditujukan terhadap 90 
persen gula milik petani yang diolah di pabrik gula BUMN dan swasta. Untuk musim giling 
tebu 1999, Dewan Gula Indonesia mempetkimkan terdapat sekitar 1.048.382 ton produksi 
hablur (gula) yang bemsal dari tebu mkyat. Dari jumlah produksi gula ini, lebih dari 97 
persen diolah di pabrik gula di Pulau Jawa, sedangkan sisanya di luar Jawa. 
Sebagian besar kegiatan pengolahan ini akan ditempuh dengan sisiem bagi basil, 
dimana petani mendapat bagian sebesar65 persen. Pemberian subsidi hargaprovenue hanya 
ditujukan untuk 90 persen gula bagian petani yang dipetkimkan mencapai 613.303 ton. 
Sisanya sebanyak 68.145 ton akan diberikan kepada petani dalam bentuk natum. 
Dengan menggunakan harga jual pabrik gula sebesar Rp.1.800/kg sebagai patokan 
pemberian subsidi, maka besamn subsidi yang harus disediakan pemerintah mencapai 
Rp.429,3 milyar (Tabel 7). Di samping itu pabrik gula perlu menyediakan dana sebesar 
Rp.1,10 trilyun untuk membayar gula yang chbeli dari petani. Penempan kebijakan ini 
diduga makin mempersulit pabrik gula yang mengalami kesulitan likuiditas, mengingat 
harga gula ecemn tidak jauh berbeda dengan harga patokan yang ditetapkan. 
Berbeda dengankebijakan subsidi hargaprovenue, dalam penempan tarifimpor gula 
perlu dihitung proyeksi permintaan gula. Dengan menggunakan angka proyeksi permintaan 
tahun 1999 sebesar 3,03 juta ton2> dan produksi dalam negeri sebesar 2,01 juta ton (Dewan 
Gula Indonesia, 1999), maka tanpa pengenaan tarif, impor gula tahun 1999 dipetkimkan 
mencapai 1,02 juta ton. Namun penempan tarif impor gula akanmenurunkan volume impor, 
yang besarnya ditentukan oleh angka elastisitas permintaan terhadap harga sebesar -0,23 71 
(Simatupang et. a/, 1995). Dalam Tabel 8 dapat dilihat berbagai implikasi yang akan teijadi 
menurut bebempa skenario tarifyang dapat ditempkan 
Tabel 8. Dampak Penempan Tarif Impor Gula Terhadap Surplus Produsen, Surplus 
Konsumen dan Penerimaan Pemerintah (milyar Rp ), 1999 
Besamn tarif 
Dampak penempan tarif 
42% 65% .91% 
Surplus produsen 1.491 2.295 3.220 
Surplus konsumen -2.136 -3.194 -4.330 
Penerimaan pemerintah 533 632 586 
Biaya proteksi (dampak -112 -267 -524 
so sial) 
Ketemngan: Harga gula impor di Pelabuhan (border price) dipetkirakan sebagai berikut: 
untuk tarif 42%: Rp2.500/kg; tarif 65%: Rp2.900/kg; dan tarif 91%: 
Rp3.360/kg. 
2) Dengan aswnsi kontraksi ekonomi sebesar S persen pada tahun 2000, Rusastra et al (1999) memproyeksikan 
kebutuhan gula nasional sebesar 2,90 juta ton. Namun penulis memproyeksikan sebesar 3,03 juta ton, mengingat 
pertumbuhan ekonomi tahun 1999 diperk.irakan sebesar 0 persen. 
29 
Dengan pengenaan tarif impor gula sebesar 42 persen dan harga gula impor di 
pelabuhan (border price) sebesar Rp.2.500/kg atau setara dengan hargaprovenue gula 1999, 
maka surplus yang akan diperoleh produsen gula mencapai hampir Rp.1,5 trilyun. 
Sebaliknya, surplus konsumen akan berkurang sekitar Rp.2, 1 trilyun akibat tetjadinya 
kenaikan harga eceran gula Sedangkan penerirnaan pemerintah da1am bentuk bea masuk 
yang akan diterima mencapai Rp.533 milyar, dan biaya proteksi atau dampak sosial yang 
hams ditanggung oleh perekonomian sebesar -Rp.112 milyar. 
Bila skenario tarif yang diterapkan sebesar 91 persen dan harga gula impor di 
pelabuhan diperldrakan sebesar Rp.3.360/kg atau setara dengan 2,4 kali harga dasar gabah 
di Pulau Jawa, maka surplus konsumen akan berkurang sebesar Rp.4,3 trilyun dan swplus 
produsenmeningkat menjadi Rp.3,2 trilyun. Namun penerirnaan pemerintah akan turundari 
Rp.632 milyarpada besaran tarif65 persen menjadi Rp.586 milyar, dan biaya proteksi akan 
meningkat menjadi -Rp.524 milyar. Penurunan penerimaan pemerintah ini disebabkan oleh 
berkurangnya impor gu1a dalam volume yang cukup berarti, meskipun besaran tarif yang 
dibayar importir gula untuk setiap ton gula yang diimpor akan meningkat. 
Dengan memperhat:ikan penurunan swplus konsumen, berlrurangnya penerirnaan 
pemerintah dan teljadinya kenaikan biaya proteksi, maka besaran tarifyang secara ekonomi 
layak untuk dikenakan adalah 65 persen Besaran tarif ini setara dengan 2,07 kali harga 
dasar gabah di Pulau Jawa, di mana perbandingan yang sama pemah dinikmati oleh petani 
pada bulan April sampai Juni 1998 (Lampiran 1 ). Pada besaran tarif ini, swplus produsen 
yang akan diterima petani tebu dan industri gu1a mencapai hampir Rp.2,3 trilyun, dan 
surplus konsumen akan berkurang sebesar Rp.3,2 trilyun. Sedangkan penerimaan 
pemerintah yang akan diterima adalah Rp.632 milyar, dan biaya proteksi yang hams 
ditanggung mencapai -Rp.267 milyar. Dengan asumsi biaya distribusi sebesar 15 persen, 
maka target harga eceran gula impor dengan tarif 65 persen diperkirakan berkisar antara 
Rp.3.300- Rp.3.350 setiap kg. 
Dari dua pilihan kebijakan, yaitu subsidi harga provenue dan pengenaan tarif impor, 
tampaknya yang layak dipilih untuk kebijakanjangka pendek adalah penerapan tarifimpor 
gula sebesar 65 persen. Alasan yang dapat dikemukakan adalah: (1) Kebijakan harga 
provenue memerlukan subsidi sebesar Rp.429 milyar, sedangkan dari penerapan tarif impor 
pemerintah akan memperoleh penerirnaan sebesar Rp.632 milyar. Dari kedua pilihan 
tersebut, pengenaan tarifimpor akanlebih tepatditerapkan padakondisi perekonomian yang 
sedang mengalarni krisis; (2) Untuk membeli gula petani di luar subsidi yang hams dibayar 
oleh pemerintah, pabrik -pabrik gula perlu menyediakan dana sebesar Rp.1, 10 trilyun. 
Dalam kondisi pabrik gu1a yang sedang mengalarni kesulitan likuiditas serta rendahnya 
harga gula di pasar domestik, maka pabrik gula akan mengalarni kesulitan untuk melakukan 
pengolahan dan segera membayar tebu yang telah diolah; (3) Pengaruh kenaikan harga gula 
terhadap tingkat inflasi di Indonesia diperkirakan sebesar 0,26 persen. Kontnbusi inflasi ini 
tidak cukup berarti, karena dalam bulan Januari-April 1999 komoditas gula pasir telah 
mengalarni deflasi sebesar 0,24 persen; dan (4) Kenaikan harga gula akan mendorong 
industri makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku gula untuk mencari bahan 
pemanis alternatif, sehingga dapat mengurangi tekanan dari sisi permintaan. Dalam waktu 
yang bersamaan pemerintah dapat melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi pabrik gula 
yang tidak efisien, sehingga komoditas gula siap menghadapi persaingan dalam AFf A 
2003. 
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KESIMPULAN DAN IMPUKASI KEBIJAKAN 
Kebijakan harga provenue gula 1999 tidak dapat meningkatkan penerimaan petani 
tebu, selama pemerintah tidak mampu menghilangkan disparitas antara harga gu1a impor 
dan harga gula di pasardomestik. Keceoderungan penurunan harga gu1a di pasar dunia serta 
penguatan nilai tukar rupiah telah menyebabkan tingkat harga gula paritas impor lebih 
rendah dibandingkan dengan harga jual pabrik gula. 
Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami krisis seperti saat ini, 
kebijakan penerapan tarif impor gula sebesar 65 persen lebih layak untuk dipilih 
dibaodingkan dengankebijakan harga provenue. Dengan pengenaan tarif sebesar itu, maka 
harga gula impor di pelabuhan (border price) diperkirakan sebesar Rp.2.900/kg dan target 
harga eceran gu1a berldsar antara Rp.3.300- Rp.3.350 setiap kg. 
Untuk menerapkan tarif impor gula, pemerintah harus berani melakukan negosiasi 
ulang dengan IMF da1am menentukan tarif impor gula, agar ''kematian" industri gu1a di 
Indonesia dapat dihindari. Di samping itu pemerintah perlu melakukan restrukturisasi dan 
rasionalisasi pabrik gu1a milik BUMN, sehingga memiliki day a saing di pasar internasional. 
Untuk meningkatkan penerimaan petani tebu, khususnya pertanaman di 1ahan 
kering, pemerintah dalam waktu yang bersamaan dapat menyediakan insentifyang bersifat 
nonsubsidi, seperti bibit unggul, penyuluhan pertanian, dan kemudahan dalam pengolahan 
tebu ke pabrik gula yang dikehendaki. Kebebasan menentukan pilihan pabrik gu1a 
tampaknya perlu mendapat perhatian, supaya pabrik gula yang tidak efisien dapat tutup 
secara "alami". 
Alternatifkebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan surplus produsen dan 
tetap mempertahankan surplus konsumen adalah meningkatkan harga provenue gula 
menjadi Rp. 2.900/kg atau setara dengan pengenaan tarif 65 persen Dengan kebijakan 
altematif ini, besaran subsidi yang hams disediakan juga meningkat dari Rp. 429 milyar 
menjadi Rp. 675 milyar. 
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Lampiran 1. Perbandingan Harga Provenue Gula dan Harga Dasar Gabah, 1983-1999 
Tahun Harga provenue gula Harga dasar gabah Perbandingan harga 
(Rplku) (Rp/ku) provenue dan harga 
dasar gabah 
1983 35.000 14.500 2,41 
1984 40.000 16.500 2,42 
1985 42.500 17.500 2,43 
1986 42.500 17.500 2,43 
1987 46.750 19.000 2,46 
1988 51.425 21.000 2,45 
1989 60.000 25.000 2,40 
1990 65.000 27.000 2,41 
1991 70.800 29.500 2,40 
1992 79.200 33.000 2,40 
1993 79.200 34.000 2,33 
1994 79.200 36.000 2,20 
1995 91.080 40.000 2,28 
1996 91.080 45.000 2,02 
Jan. 1997 91.080 52.500 1,73 
Juli 1997 96.080 52.500 1,83 
Jan. 1998 96.080 60.000 1,60 
Apr. 1998 145.000 70.000 2,07 
Juni 1998 145.000 100.000 1,45 
Ags. 1998 210.0001) 100.000 2,10 
Des. 1998 210.000 140.000 1,50 
Mei 1999 250.000 140.0002) 1,79 
Keterangan: 1) Harga pembelian gu1a oleh Bulog dari PTPN dan PTRN. 
2) Harga dasar gabah untuk wilayah I (termasuk Jawa) 
Sumber: diolah dari data Dewan Gula (1994), Bulog (1994), Binus (1999), dan Kompas 
(1999a) 
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Lampiran 2. Produktivitas Hablur (Ton/Ha) dan Rendemen Tebu (%) Menurut Pola 
Pengusahaan 1992/1993- 1997/1998 
Pola Usaha dan Tahun Produktivitas hablur Rendemen 
Tebu Rakyat di Sawah 
1992/1993 7,39 7,87 
1993/1994 7,28 8,47 
1994/1995 6,41 7,36 
1995/1996 5,81 7,18 
1996/1997 6,30 7,72 
1997/1998 4,74 5,64 
Laju (%) -7,83 -5,52 
Tebu Rakyat di Laban Kering 
1992/1993 5,35 7,50 
1993/1994 5,07 7,96 
1994/1995 4,35 7,02 
1995/1996 4,75 7,21 
1996/1997 4,55 7,54 
1997/1998 3,55 5,47 
Laju (%) -7,29 -5,17 
Tebu Pabrik Gula BUMN 
1992/1993 4,58 6,91 
1993/1994 4,47 7,23 
1994/1995 3,88 6,16 
1995/1996 4,11 6,45 
1996/1997 4,76 6,67 
1997/1998 3,82 5,30 
Laju (%) -2,72 -4,52 
Tebu Pabrik Gula Swasta 
1992/1993 6,92 7,69 
1993/1994 6,73 8,55 
1994/1995 5,42 6,% 
1995/1996 6,15 8,13 
1996/1997 8,01 9,21 
1997/1998 4,25 5,98 
Laju (%) -5,09 -2,48 
Sumber: Direktorat Produksi Hasil Perkebunan, Mei 1999. 
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Lampiran 3. Nilai Input dan Output Usaha Tani Tebu Per Ha menurut Harga Pasar dan 
Harga Sosial, MT 1998/1999 
Uraian Satuan Laban Sawah di Jember Laban Kering di Malang 
Volume Harga (Rp/satuan) Volume Harga (Rp/satuan) 
1. Bibit1> 
2. Pupuk: 
-ZA 
- SP-36 
-KCl 
3. Pestisida 
4. Tenaga Keija 
5. Sewa Laban 
6. Biaya lain 
Hasil Gula: 
-Hab1ur 
- Tetestebu 
Nilai tukar 
Rp/ha 
Kglha 
Kglha 
Kglha 
Rp/ha 
Rp/ha 
Rplha 
Rp/ha 
Kglha 
Kglha 
Rp/US 
1.020 
240 
142 
3.912 
1.600 
Pasar 
90.000 
510 
675 
850 
68.000 
2.080.000 
900.000 
26.700 
2.500 
200 
8.575 
So sial 
90.000 
1.000 1.051 
1.600 312 
1.650 160 
119.000 
1.768.000 
900.000 
26.700 
1.758 2.966 
300 1.300 
8.575 
Pasar Sosial 
120.000 
525 
700 
870 
56.000 
1.900.000 
700.000 
40.400 
2.500 
200 
8.575 
120.000 
1.000 
1.600 
1.650 
108.000 
1.520.000 
700.000 
40.400 
1.758 
300 
8.575 
Keterangan: l) Pertanaman Kepras 2, sehingga penggunaan bibit hanya diperlukan untuk 
penyulaman. 
Lampiran 4. Produksi GulaPasir (000 ton) di Indonesia, 1988-1998 
Tahun Gula dari tebu rakyat BUMN Swasta 
Produksi Pangsa (%) Produksi Pangsa (%) Produksi Pangsa (%) 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1.489 
1.511 
1.471 
1.609 
1.653 
1.684 
1.669 
1.423 
1.317 
1.290 
789 
79 
74 
72 
72 
71 
68 
69 
68 
63 
61 
53 
311 
355 
396 
453 
476 
513 
469 
375 
358 
286 
297 
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta 
16 
17 
19 
20 
21 
21 
19 
18 
17 
13 
20 
87 
181 
193 
190 
178 
273 
297 
298 
416 
558 
404 
5 
9 
9 
8 
8 
11 
12 
14 
20 
26 
27 
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Lamp iran 5. Harga Eceran Gula (Rp/Kg) pada bebernpa Kota Besar di Indonesia, Juli 
1997- April1999 
Bulan Jakarta Semarang Surabaya Bandar Dili Jayapurn 
Lampung 
1997 
Juli 1.594 1.500 1.500 1.500 1.700 1.650 
Agustus 1.594 1.467 1.500 1.500 1.716 1.650 
September 1.594 1.450 1.500 1.500 1.733 1.650 
Oktober 1.594 1.465 1.500 1.500 1.733 1.650 
Nopember 1.600 1.490 1.500 1.500 1.833 1.700 
Desember 1.600 1.466 1.500 1.500 1.803 1.700 
1998 
Januari 1.936 1.725 1.665 1.700 1.879 1.700 
Februari 2.027 1.854 1.630 1.825 1.904 1.750 
Maret 1.751 1.618 1.580 1.600 1.900 1.780 
April 2.226 2.035 2.000 2.075 2.083 2.350 
Mei 2.438 2.262 2.150 2.175 2.237 2.425 
Juni 2.495 2.348 2.200 2.220 2.298 2.500 
Juli 2.948 2.767 2.770 2.425 2.700 2.750 
Agustus 3.848 3.647 2.522 3.000 3.416 2.325 
September 3.988 3.796 3.668 3.480 4.373 3.660 
Oktober 3.733 3.537 3.510 3.500 4.333 3.812 
Nopember 3.550 3.345 3.470 3.400 4.083 4.050 
Desember 3.511 3.390 3.440 3.370 4.000 4.200 
1999 
Januari 3.536 3.460 3.435 3.413 3.983 4.500 
Februari 3.462 3.280 3.225 3.375 3.950 4.500 
Maret 3.166 2.958 2.984 2.940 4.000 3.720 
April 2.857 2.600 2.685 2.600 3.975 3.100 
Sumber: Badan Urusan Logistik, Jakarta 
